. WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: &I TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA

Menimbang :

Mengingat

BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk kepentingan penyusunan rencana kerja dan
anggaran dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya
standar satuan harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kota
Baubau;

¢. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Baubau tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup
Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;

:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4120);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistemm Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negar%x (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penaganan Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lemblaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan
Peratura Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547};

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3};

17.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah
Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 4);

18.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 3);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Kota Baubau
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2021 Nomor 2).

19.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA
BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023
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| KETENTUAN UMUM
! Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

oW
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12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Baubau.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA,

Standar Satuan Harga adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan
oleh Wali Kota sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Jasa Konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir.

Jasa lainnya adalah Jasa non konsultan atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodoelogi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikocordinasikan
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.
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| BAB II
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang/Jasa berfungsi sebagai Pedoman bagi
Pemerintah Kota Baubau untuk menyusun Anggaran biaya kegiatan dalam
rencana kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022,
Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai
batasan harga tertinggi.

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk
pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi
dasar dalam penetapan spesifikasi teknis jenis barang, bahan, peralatan dalam
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.

Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus tetap mempertimbangkan harga pasar setempat.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
terhadap kegiatan/ pengadaan yang sifatnya khusus, Standar Satuan Harga
diatur berdasarkan Petunjuk Teknis dan/atau berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue
berpedoman pada harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dan/atau
tercantum dalam daftar e-catalogue Portal Nasional yang dikeluarkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini:

1.

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 81.a Tahun 2021 tentang Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran
2022, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022,

. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.




Pasal 7

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 81.a Tahun 2021 tentang Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022,
dicabut dan dinyatak tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7. ouu . 2022

WALI KOTA BAUBAY

AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
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